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Mengingat

WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR \§ TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA DUMAI,

bahwa dalam meningkatkan kualitas dan keterpaduan
pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan
Swasta pada satu tempat secara_ cepat, mudah
terjangkau, aman dan =nyaman,_ perlu- adanya
pengintegrasian Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan
Publik di Kota Dumai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat li Dumai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3829);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038),

3.



5.

10.

11.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1573);
Peraturan Dacrah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016
Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11
Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota
Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023
Neomor | Seri D);
Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dun
Pelavanan Terpadu Satu) Pintu) Kota Duma (Berita
Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri D);

6.

7.

a
8.



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4,

10.

Daerah adalah Kote Duman,
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
Wah Kota adalah Walt Kota Duman.
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu vang sclamputnya discbut DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayvanan Satu Pintu Rota
Duamia,

hepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu
Satu Pintu vang selangutnya disebut Kepola Dinas adalah
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Satu
Protu Kota Pura,
Pelavanan Publik adalah kegiatan atau rangkiuan
keviatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelavanan
sesual dengan Ketentuan peraturan perundaung undangan
bagi setap Wargea negara dan penduduk atas barany, pasa
dan/atau pelavanan adiministrauf vang disediakan oleh
penvelengeara pelavanan pubhk.

5.

6.

Mal Pelavanan Publik vanyg selanjyutnya disebut MPP
adalah tenmipat berlanustununva Kewigtan atau aktivitas
penvelenvsaraan pelavanan pubhk atas baranyg. jasc dan
fatau pelayanan administrast vang merupakan perluasan
fungst opelayvanan terpadu baik pttsat maupun dacrah,
serta pelavanan Badan Usaha Milik Negara / Badan
Lsaha Milbk Daerahyswasta dalam rangka menvediakan
pelavanan vang Cepat. mudah, terjanukau, aman, dan

Penyelenpeara Pelayvanan Publik ving selanjutnya disebut
Penvelengeara adalah setiap institusi penvelenupara
Nevara, horporasi, lembava indenpenden vane dibentuk
berdasarkan undany undang untuk kegiatan pelavanan
publik, dan badan hukum lain vane dibentuk semata-
serinita untuk Kepratan pelavanan publi.
Organisas: penvelenpeara pelavanan opublik vane
sclanjutnova disebut Organisasi Penvelenypitra adalah
Sutuan kerja penvelenggara pehwanan publik yang
Dberada dilingkunean oinstitus) penvelengeara negara,
korporast, lembava indenpenden vane dibentuk
berdasarkan undany undang untuk kegiatan pelavanan
pubhk, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk KegiiGin pelavanan publik,
Pelaksana Pelavanan Publik vane selanjutava diseburt
Peluksina adalah pepabat, pemawar petugas, dan setiap
orany Varig beKerpa dr dalam Orvanisasi Penvelengeara
yang bertugas meliksanakean tindakan atau serangkaian
lindakan Pelavanan Publik.

7.

8.

9.



(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk
membcrikan landasan hukum dalam penyelenggaraan
MPP.

Penvelenggaraan MPP scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujyuan:
a. memberikan kemudahan kecepatan, keterjangkauan,

keamanan dan kenyamanan kepada musyurakat
dalam mendapatkan pelayanan publik di daerah; dan

b. meningkatakan daya saing global dalam memberikan
kemudahan berusaha di daerah.

Penvelenvoaraan MPP scbagaimana dimaksud pada avat
(1) berdasarkan prinsip:
a Keterpaduan, valtu penvelenpearaan MPP

dilaksonakan secara terpadul denmin omelbatkian
semua prhak, bark dihmekungan taternal maupun
ehstermal scktoral,

bo berdayva vaitu penny clenwwaraean MPP
menpunver Oorientas! dan kemainpuan untuk
memperoich hasil dan mantaat secant tepat wana dan
clisien:

¢. koordinast vaitu penvelenvearain MPP omemberkan
kejelisan tentang produk (Marane Pubbk. asa
Pubhk. dan davanan admuinistrasiy Proscduir tata cara
lavanan diselenggarakan secara muidah. flanear.
eepat, dak berbelit, mudah dipahamy, dan mudah
dilaksanakan dengan keyeclasin diaham= persvaratan
batk administrasi maupun teknis, rineran Diave, serta
qaneka waktu penvelesaian pelayanan,

do oakuntabilitas, yaitu selurub ounmsur penvelongeara
bertunggung qawab atas penvelenyearaan layvanan
dan penvelesaian keluhan atau persoalan dalam
pelaksandaan pelusvanian,

e aksesibiiitas, tempat. lokasi: serta sarana dan
prasurana lavanan vane memadar sehingsa mudah
dyangkau olch masvarakat denvan segala bentuk
Informasi Vang berkettan dengan pevangan vane
mudah diakses melalui tekmelow: dan informastika:
dan

f kenvamanan, Vout lnvkungan lempat
penvelenggaraan pelavananan memperhaukan aspek
kebersihan, heraprhoa ,keindahan dengan dilenekeapat
sarana dan prasarana vane mendukung sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undanyan.

BAB Ii
PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 3

Denean Peraturan Wah wKota im diselengearakan MPP
vaitu DOPMPTSP secara excofficto.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

MPP sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan
Lembava onon ostraktural vane omenvelenuearakan
pelavanan publik deniuan pola pelavanan terpadu satu
atap dan pola pelavanan terpudu satu pinta dibiawiih
koordinmas: Dinas

Ruang lingkup MPP scbagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputt:
a. Pelayanan Perwinan dan non perizinan vang menyptd

kewenanvan pemermntah pusat, Pemerintahy Provirisa
dan Pemenrmtah Daerah sesual Ketentuan Peratiuran
Perundan undangan;, dan

Db. Pelavinan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milk Daerah, dan Swusta.,

Pasal 4

Dinas omenykut sertakan penvelengyara untuk
bervabuny kedalam MPP.

Penvelengeant sebagaimana dimaksud pada avert (1)
terdair:
ao Pemerintah Pusat,
b Pemerintah Propinst Riau;
C. Peranpkeat Daerah:
d. Badan Usaha Milik Negara:
ce. Badan Usaha Milik Daerah: dan
f. Unit Lavanan Pendukung Lainnva.
Pemerintash Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Badan
sabe Milk Negara, sebagarmana dimksud pada Avat (2)
hurufa, huruf b dan hurufd, meliputie satuan Kerpay unit
lavanan pada pemermtah pusat. Pemermtah Provinsi
Riau dan Badan Usaha Milk Nepaara vang membawahi
Wilavah kerja di dacrah.

Perangkat Daerah sebavaimana dimaksud pada avat (2)
hurul oc. omehputh peranekat Daerah dilinekungan
Pemenmntah Daerah vane melaksatakan pelavanan Publik
sesual dengan tugas dan tumesimya.

Badan usaha milk dacrak sebagamana dimaksud pada
aval (2) hurufe mehputh badan usaha milk pemerintah
dacrah vang menghasil barany dan pasa pubirk.
Unit davanan pendukuny lainnva sebagaimnana
dimaksud pada ayvat) (2) hurut f mehput pember
lavananan diluar Ketentuan sebseamana dimaksud pada
avVat (1) hurufa sarpoar demain hurute, termasuk swasta
vang mendukuny terselenpyaranva MPP.

Pasal 5

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Badan Usaha Milik
Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a, hurof b, dan huruf d, yang membawahi wilayah
kerja di daerah dilaksanakan dengan menandatangani
Nota Kesepakatan.



(2) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit
Layanan Pendukung Lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yang membawahi wilayah
kerja di daerah dilaksanakan dengan menanda tangani
Perjanjian kerja sama.

(3) Tata cara pelaksanaan nota kesepakatan dan perjanjian
kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan’ ketentuan’ peraturan perundang—
undangan.

Pasal 6

Setiap layanan publik yang’ diselenggarakan oleh
penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 7

(1) Petugas layanan yang ditempatkan oleh penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada MPP
menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

(2) Penempatan petugas layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaporkan oleh pimpinan penyelenggara
kepada kepala Dinas.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MPP

Pasal 8

(1) Dalam rangka meningkatkan evektifitas penyelenggaraan
MPP dibentuk Timm Pengelola MPP.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola MPP scbagaimana
dimaksud pada avat (1) terdiri atas:
a. Pengarah,
b. Penanggung Jawab
c. Ketua;
d. Koordinator Tata Usaha;
e. Koordinator Program;
f. Koordinator Jaringan dan Aphkasi;
g. Koordinator Layanan.

(3) Penunjukan Personil Tim Pengelola MPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

(4) Bagan Susunan Tim Penglola MPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



(1)

(2)

Pasal 9

Tim Pengelola MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) bertugas:
a. menyelenggarakan pengelolaan MPP mehputi

ketatausahaan, program dan informasi, pelayanan
serta pengelolaan jaringan dan aplikas!, dan

b. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisas! baik dalam lingkungan MPP maupun
antar penvelenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Tim Pengelola MPP wajib melaporkan hasilnya
kepada Walikota.

Pasal 10

Personil Tim Pengelola MPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) diberikan honorarium atau sebutan lainnya
berdasarkan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PEMBINA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARA MPP

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 11

Walikota bertundak selaku pengarah sekaligus sebagai
pembina yang berwenang menetapkan kebyakan umum
penvelenggaraan MPP.
Penvusunan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi
atas kebyakan umum sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilaksanakan~ oleh Sekretaris Dacrah selaku
Penanggung jawab.

Pasal 12

kKepala Dinas bertindak selaku Ketua penyelenggara MPP.

Ketua sebagaimana dimaksud pada avat (1), bertugas:
a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan MPP

sesual dengan standar pelayanan pada pemberi
lavanan,

b. menetapkan kebiyakan teknis mengenai tata kelola
penvelenggaraan MPP;

c. menyediakan Sarana prasarana/ fasilitas serta
pemeliharaan sarana prasarana/fasilitas dan
perawatan Gedung MPP;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan MPP; dan

e. melaporkan penyelenggaraan MPP kepada Wahkota.



(1)

2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 13

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan layanan berdasarkan standar

pelavanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat,;
c. pengelolaan informas},
d. pengawasan internal;
e. peyuluhan kepada masyarakat;
f. pelavanan kosultasi; dan
vy. inovasi pelayanan.

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib:
a. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk

layanan;
b. menempatkan petugas layanan MPP sesuai dengan

kompetensi pada bidang tugasnya; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi atas

penyelenggaraan layanan serta memberikan
pelaporan kepada pimpinan penyelenggara secara
teknis operasional serta kepada kepala Dinas secara
administrasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya Pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian
Kerjasama.
Selain anggaran sebagimana dimaksud pada ayat (1),
biaya pelaksanaan MPP menjadi tanggungjawab masing-
masing Instansi, lembaga dan swasta Penyelenggara
Pelayanan Publik sesuai tugas, pokok dan fungsi.
Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi
pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

a

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Dumai Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota
Dumai Tahun 2022 Nomor 76 Seri E}), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Wali kota ini mulai_ berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2024

ALI K DUMAIT,

AISAL
Diundangkan di Dumai

Mei 2024

SEKRETA ERAH KOTA DUMAI,

pada tangg

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMORX& SERIDCc
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